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Akhir-akhir ini telegram menjadi aplikasi yang banyak dijadikan sebagai
wadah pembajakan, dimana film-film hasil bajakan dishare pada channel yang
berada di telegram. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan sanksi pembajakan karya
sinematografi pada aplikasi telegram dalam perspektif fikih jinayah.

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kepustakaan (library
research) yang bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Data ini
diperoleh dengan teknik pengumpulan data dokumentasi.. Adapun sumber bahan
hukum primer yang digunakan penulis yakni Al-Quran, Hadis, kitab Fikih islam
wa adillatuhu. Sedangakan untuk sumber bahan hukum sekundernya yakni buku-
buku, jurnal, artikel dan berbagai bentuk karya tulis lain yang dapat membantu
dalam mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang sedang
penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembajakan merupakan tindak pidana
yang persis dengan pencurian. Adapun pelanggaran hak cipta pembajakan karya
sinematografi (film) yang ada di aplikasi telegram dimana para admin telegram
mengambil film bajakannya dari web-web yang ilegal dan setelah
mendapatkannya lalu mempublikasikannya di aplikasi telegram, untuk
keuntungannya sendiri bukan dari film bajakannya, tetapi dari paid promote.
Sebelumnya didalam islam tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit
tentang pembajakan hak cipta. Oleh karenanya pembajakan karya sinematografi
dalam pandangan islam digiyaskan seperti jarimah pencurian karena mempunyai
kesamaan ‘illatnya, maka hukum pembajakan karya sinematografi adalah haram.
Adapun hukuman bagi pembajak adalah jarimah ta’zir, bukan jarimah hudud
karena tidak termasuk dalam delik pidana hudud yang tujuh, yaitu zina, qodzah
(tuduhan zina), sariqoh (pencurian), harabah (penodongan, perampokan), khamr
(minuman atau obat-obatan terlarang), bughoh (suberversive), dan murtad. Oleh
karena itu maka, hukuman bagi pembajak karya sinematografi pada aplikasi
telegram adalah ta’zir. Sedangakan untuk sanksi hukumannya diserahkan kepada
pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Telegram, Karya Sinematografi, Fikih Jinayah



MOTTO

“Pembajakan yang terus-menerus sudah lama. Pemain besar yang harus
diselesaikan, bukan yang jualan di trotoar.

~ Joko Widodo

Sumber : www.jagokata.com
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ B Be
< Ta T Te
& Sa § Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
b Syin Sy Es dan ye




ua sad S Er (dengan titik di bawah)
U= dad d De (dengan titik di bawah)
L ta t Te (dengan titik di bawah)
L za Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

é Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam 4 El

- Mim M Em

4 Nun N En

2 Waw w We

o Ha’ H Ha

. Hamzah y Apostrof

< Yo’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangka

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid.

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
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dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddabh itu.
Contoh :\&) - rabbana
35 - nazzala
C. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua:

1. Ta marbuatah hidup
ta marburah yang hidup atau mendapatkan harakatfatkzah,
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2.  Ta marbitah mati
Ta marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Contoh: 7a’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan
ditulis h

sl Ditulis Siyasah

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbiitah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbirah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:

oy Wahidah

D. Vokal
1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

fathah A A
Kasrah | |
& dam ah U U

Contoh : .S -kataba

LAk -yazhabu
J%5  fa‘ala
M -suila

2.  Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
< Fathah dan ya Ai Adani
3 Fathah dan wawu Au Adanu

contoh : a8 -kaifa

-~

Job -haula

E. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan
Huruf

Nama Huruf dan Tanda Nama
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\ Fathah dan alif A A dan garis di atas
¢ Kasrah dan ya I | dan garis di atas
) damah dan -
S o 9] U dan garis di atas
wawu
Contoh: Jé - gala
Y - gila
= - rama
J 523 - yaqiilu

F. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan
antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata

sandang yang diikuti huruf gomariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gomariyyah, ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya.

Baik itu huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanda sambung atau hubung.

Contoh : dal -al-rajulu
A8l -al-galamu
G. Hamzah
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Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal ST Akala
Hamzah di tengah & o= ta’khuz|ina
Hamzah di akhir 25l an-nau’u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi*il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau
harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Namun penulis memilihpenulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :
S b A Ol - wa innalldha lahuwa khair ar-razigin
ekly LS 19340 - fa aufii al-kaila waal-mizan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandang.
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Contoh :

J g Y| .\5\.4‘9

Wa maMuhammadun illa rasul.

Oedl 3L oy Uil

Wa lagad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya perfilman di Indonesia dapat dikatakan sangat
pesat. Hal ini dikarenakan banyaknya film-film indonesia yang lolos ke
dunia film internasional. Pada saat ini, dalam bidang teknologi informasi
dan komunikasi juga berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi
masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, salah satunya adanya jaringan
internet. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
menjadikan berbagai pola kehidupan manusia berubah, salah satunya
dengan membentuk masyarakat informasi melalui internet. Tidak sekedar
mencukupi kebutuhan primer, internet juga memenuhi kebutuhan hiburan
yaitu menonton film.! Dengan majunya teknologi, kita bisa melihat sebuah
film atau web series tanpa harus mengantri untuk membeli tiket bioskop,
cukup berlangganan pada aplikasi penyedia layanan web series secara
streaming, kita dapat menonton film melalui handphone ataupun laptop.
Popularitas web series sebagai konten film berlanjut yang dikemas dalam
beberapa episode menjadi pilihan alternatif di saat adanya pandemi dan
ditekankannya untuk berada di rumah saja (stay at home) yang mana hal
ini berdampak pada penutupan bioskop sampai batas waktu yang
ditentukan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.
Penayangan web series ini memanfaatkan saluran distribusi platform
streaming untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi,
seperti Neflik, VIU, WeTV, HOOQ, Iflix dan layanan streaming lainnya
dengan bisa di akses secara gratis ataupun berbayar.

Adanya media hiburan, sering kali akan terjadinya pembajakan

sinematografi yang seiring perkembangan zaman bervariasi bentuk dari

! Kemala Megahayati, dkk, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan

Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Ajudikasi : Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2021)., Hlm. 3.



pembajakan tersebut. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak
Cipta menyebutkan bahwa karya sinematografi adalah karya cipta yang
berbentuk gambar bergerak, misalnya film dokumenter, anime, iklan,
kartun, reportase, atau film yang mempunyai skenario.

Pada bulan Juli 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika,
yang bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia telah memblokir
lebih dari 2.300 situs pembajakan.2 Namun pelaku pembuat film bajakan
juga merubah situsnya untuk menyiasati para penegak hukum. Salah
satunya melalui aplikasi telegram. Telegram merupakan aplikasi pengirim
pesan instan, yang memiliki salah satu fitur di dalamnya yaitu Grup Chat
dengan kapasitas anggota bisa mencapai sekitar 200.000 orang yang
nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama jumlah
anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup chat
telegram akan mengirimkan sebuah link film atau episode video web
series setelah tayang di aplikasi streaming film / web series.

Salah satu fitur yang menarik pada aplikasi telegram adalah global
search yang dapat mencari publik channel. Publik channel merupakan
kelompok chat dengan sistem pelanggan yang dapat mengirimkan pesan
secara massal. ° Adanya fitur tersebut menjadikan kesempatan
penyalahgunaan oleh pembajak dengan cara membentuk publik channel
dalam penyebaran film secara ilegal. Dengan adanya fitur tersebut,
pembajakan web series lebih mudah diakses oleh banyak orang, dari pada
yang tersedia pada sebuah situs internet (website) dengan terdapat iklan
sebelum memulai mendownload.

Salah satu kasus dari bentuk penyalahgunaan aplikasi telegram
adalah pembajakan film Layangan Putus. Layangan Putus merupakan

serial film yang mengisahkan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga.

? Adinda Permatasari, “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55
Persen”, viva.co.id, diakses 17 Januari 2021 pukul 11.21.

Kemala Megahayati, dkk, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan
Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan
Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia ”, Ajudikasi: Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 5 No. 1 (3 Juni 2021), Hlm, 3.



Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment mengatakan bahwa pelaku
yang membajak film layangan putus adalah orang dalamnya sendiri dari
MD Entertainment. Awal terjadinya pembajakan ini disebabkan karena
adanya orang dalam dari MD Entertainment yang ingin memperlihatkan
film layangan putus kepada istrinya, dan setelah itulah awal terjadinya
pembajakan pada film layangan putus.’

Tindakan pembajakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak
cipta dari karya sinematografi, baik dalam memproduksi film ataupun web
series yang sedang tayang tersebut. Selain mengakibatkan kerugian dari
sudut pandang hukum hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.
Dalam hal ini, karya cipta sinematografi adalah komponen dari kekayaan
intelektual yang menempel hak bagi penciptanya. Oleh karenanya,
pembajakan karya sinematografi sangat merugikan bagi penciptanya.

Dalam hukum islam, pembajakan dapat™ dikatakan sebagai
pencurian. Artinya harta atau hak cipta (karya sinematografi) tersebut yang
dimiliki telah dicuri atau diambil orang lain. Dalam Tafsir Al-Mishbah,
Quraish Shihab menjelaskan bahwa mencuri adalah mengambil harta atau
hak orang lain yang disimpan dengan cara sembunyi-sembunyi. °
Pembajakan merupakan tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan
prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan maksud mendapatkan
keuntungan dan mengabaikan kerja keras orang lain.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-quran dan
hadis. Dalam hukum islam setiap kejahatan pasti ada sanksinya. Bentuk
kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut jinayah yaitu perbuatan-
perbuatan yang dilarang syara’ yang dapat mengakibatkan hukuman ta’zir

atau had. Istilah lain dari jinayah ialah jarimah, merupakan larangan-

* Baharuddin al farisi, “Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di TikTok
dan Telegram”, https://compas.com. , diakses 10 Juni 2022 Pukul 06.10.

® Syufa’at, Kajian Yuridis Pembajakan Karya di bidang Hak Cipta dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), IAIN
Purwokerto, (2016), him. 2.
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larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman ta’zir atau
had. Hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dan larangan
tindakan pembajakan di dalam al-qur’an telah dijelaskan.6 Dalam surat al-

Nisa’ ayat 29 Allah SWT berfirman :
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Tindak pidana pembajakan sangat merugikan bagi hak-hak pencipta dan
pemegang hak, terutama secara ekonomi. Dalam Surat asy-Syu’ara’ ayat

183 Allah SWT berfirman:
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“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah

kalian merajalela di bumi dengan membuat kerusakan™.

Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya: “Rasulullah SAW
menyampaikan dalam khotbahnya “Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang

sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”.

Hadi$ diatas mengingatkan bagi umat Islam untuk tidak memakai
dan memakan harta orang lain, kecuali dengan izinnya. Oleh karena itu,
orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin dapat dikategorikan
sebagai pencuri. Tindakan membajak, mengambil serta menyebarkan

karya orang lain sangat dilarang oleh Islam. Dalam fatwanya, MUI

® Intan Aulya Ridyana, “Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana
Islam”, Al-Jinayah, Vol. 3 No. 2 (Desember 2017), Hlm. 353.



menyebutkan bahwa semua bentuk pelanggaran pada hak cipta, terutama

pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis
mengangkat judul “Pembajakan Karya Sinematografi Pada Aplikasi
Telegram (Perspektif Fikih Jinayah)

B. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam menafsirkan serta

memberikan gambaran umum yang termuat dalam judul diatas, maka

penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Hak Cipta
Kata hak merupakan serapan dari bahasa arab al-haq yang
mempunyai beberapa arti yaitu milik, kebenaran, kepastian, kewajiban
dan ketetapan. Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqo’ hak cipta adalah
hak yang ditetapkan kekhususannya oleh syariat atas suatu kekuasaan.
Adapun menurut Ibn Nujaim mendefinisikan hak cipta sebagai
kekhususan yang dilindungi. Dari pengertian tersebut dapa ditarik
kesimpulan bahwa hak cipta ialah kekhususan yang dimiliki oleh
pemilik hak, dan pemilik hak tersebut mempunyai wewenang penuh
atas apa yang dimilikinya dengan ketentuan syariat. Wahbah Zuhaily
mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan terhadap sesuatu agar
orang lain tidak memiliki atau menguasainya dan pemiliknya boleh
mentasarufkan hak miliknya kecuali ada penghalang secara syariat.

2. Fikih Jinayah

Fikih jinayah merupakan ketentuan hukum pidana yang dilalukan

oleh mukallaf sebagai hasil pemahaman dalil hukum yang ada pada al-
qur’an dan al-hadits.” Tindakan kriminal ialah suatu tindak kejahatan
yang mengganggu kenyamanan dan ketenteraman secara umum serta
tindakan yang melawan peraturan undang-undang.

3. Pembajakan

"Zainudin Ali, Hukum Islam, (Jakarta, Sinar Grafika 2018) hal. 102.



Dalam Pasal 1 angka 23 UUHak Cipta mendefinisikan
pembajakan merupakan penggandaan karya cipta secara ilegal dan
mendistribusikan barang hasil bajakan dengan maksud untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.?

4. Sinematografi

Sinematografi merupakan karya cipta berupa gambar bergerak
seperti kartun, iklan, anime film dokumenter, atau sesuatu yang dibuat
berdasarkan skenario. Sinematografi merupakan bentuk dari
audiovisual. Permasalahan yang kerap terjadi pada sinematografi
adalah pembajakan dan plagiarisme, yang mana hal ini sering
ditemukan tetapi kurang diperhatikan.9

5. Telegram

Telegram merupakan aplikasi pengirim pesan instan berbasis awan
yang bersifat gratis dan nirlaba. Pengguna aplikasi ini dapat mengirim
pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas.

C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
masalah peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pembajakan karya sinematografi yang tersebar di
aplikasi telegram?

2. Bagaimana konsep pembajakan karya sinematografi pada aplikasi
telegram dan apa sanksi bagi orang yang melakukannya dalam
perspektif fikih jinayah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

5 Undang-Undang Republik Indonesia. Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. 16 Oktober
2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 tahun 2014. Jakarta.

% Alif Firdausa, dkk, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia : Kajian Hukum
Perspektif Bern Convention dan Undang — Undang Hak Cipta”, Indonesia Law Reform Jurnal,
Vol. 1 No. 1, 2003, hal. 111.



Adapun mengacu pada uraian dan latar belakang
sebelumnya maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan yaitu:
a. Untuk mengetahui konsep pembajakan karya sinematografi pada

aplikasi telegram dalam pandangan fikih jinayah.

b. Untuk mengetahui hukum perbuatan pembajakan karya
sinematografi.
Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pembaca, adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:
a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran

dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama

mengenai masalah perbuatan pembajakan karya sinematografi,
dan dapat digunakan sebagai bahan bahan referensi.
b. Manfaat Praktis

1) Untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana
hukum (S1).

2) Untuk memberikan manfaat kepada para pembaca maupun
untuk peneliti sendiri agar dapat memahami tentang
bagaimana hukum positif dan hukum islam dalam
mempertinjau perbuatan pembajakan karya sinematografi
khususnya dalam grup chat pada aplikasi telegram.

3) Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar

bisa lebih menghargai karya orang lain.

E. Kajian Pustaka

1.

Skripsi karya Puput Triana yang berjudul “Pandangan Hukum
Ekonomi Syariah dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengenai Komersialisasi Cover Lagu di Youtube”. Persamaan dengan
peneliti yang akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang UU
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbedaannya pada skripsi
tersebut UU No.28 tahun 2014 terkait komersial Cover Lagu di



Youtube yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan yang
akan penulis teliti adalah tentang karya sinematografi pada aplikasi
telegram yang ditinjau dari fikih jinayah.

Skripsi karya Muhammad Jaka Trisnadi mahasiswa Universitas
Brawijaya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 72 Ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Berkaitan Dengan Tindakan Plagiarisme Terhadap
Karya Ilmiah". Persamaan dengan penelitian yang akan penulis
lakukan adalah sama-sama membahas tentang plagiarisme.
Perbedaannya, dalam skripsi tersebut meninjau tentang hak cipta
berkaitan dengan tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah dengan
Ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, sedangkan yang akan penulis
teliti adalah tinjauan fikih jinayah pada perbuatan pembajakan karya
sinematografi pada aplikasi telegram".

Skripsi karya Anindita Praba Kirana yang berjudul “ Tinjauan Hukum
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media
Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend)” persamaan
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama
membahas tentang pelanggaran terhadap hak cipta, perbedaan skripsi
tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah pada peneliti
tersebut menggunakan tinjauan hukum, pada skripsi yang akan
peneliti menggunakan tinjauan dari segi fikih jinayah dan aplikasi
yang digunakan adalah aplikasi telegram.

Jurnal karya Ida Kurniati dari Fakultas Syariah IAIN Parepare yang
berjudul “Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” secara
garis besar jurnal ini berisi tentang hukuman bagi seorang pencuri
dalam pandangan hukum islam dan hukum positif. Namun penelitian
yang akan peneliti bahas mengenai pelaku pembajakan karya

sinematografi yang nantinya hal ini perbuatan pembajakan karya



sinematografi akan diqiyaskan pada perbuatan pencurian dalam
perspektif fikih jinayah.

5. Jurnal karya Anak Agung Mirah Satria Dewi dari Universitas
Udayana yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap
Cover Version Lagu di Youtube”, persamaan dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang masalah
hak cipta, perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis
teliti adalah pada peneliti tersebut membahas tentang perlindungan
hak cipta, sedangkan yang akan peneliti bahas adalah hukum
pembajakan karya sinematografi menurut fikih jinayah.

F. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 penelitian adalah
suatu kegiatan yang dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang terkait
dengan pemahaman, pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi. '

Penelitian hukum merupakan suatu proses agar menemukan aturan
hukum, prinsip hukum, doktrin ataupun asas dalam hukum untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum berbeda dengan
penelitian yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya
suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu, namun penelitian hukum
dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap
permasalahan hukum.*

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan
penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram : Mataram University Press), him. 17.
1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum., hlm. 17.
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Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah /ibrary
research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil
penelitian terdahulu.*?

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan
menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data yang
kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan.*®

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-
pendekatan. Pendekatan tersebut berfungsi untuk memberikan
informasi kepada peneliti dari berbagai aspek mengenai isu hukum
yang hendak dijawab.**

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum dibedakan menjadi
2 yaitu:

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri
atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan
pengadilan dan dokumen resmi negara.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Al-Qur’an, Hadits-Hadist, serta buku-buku yang berkaitan
dengan fikih jinayah

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri

atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip-prinsip dasar

(asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian

12 1qbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

hlm. 5.

3 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 2014), him. 10.
1% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014)

hlm. 133.
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hukum, serta kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku
hukum, jurnal-jurnal hukum, serta artikel-artikel yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah study kepustakaan. Study Kepustakaan adalah
kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-
dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti.*®

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan buku-buku
terkait pembajakan karya sinematografi, hak cipta, dan buku-buku
fikih yang berkaitan dengan hukum islam tentang pencurian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara
melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi
menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum
sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara
logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum
yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan
gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan
melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah
diolah. Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti ialah
a. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang

diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila

ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindi Persada,
2007), hlm. 101.
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memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke
dalam kalimat yang sederhana.

b. Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan
hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut
penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil
penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara
logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan
hukum satu dengan bahan hukum lain.

c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian
berdasarkan ~ bahan  hukum  yang diperoleh kemudian

menganalisisnya.

Dari tiga langkah di atas, yaitu melalui editing, sistematis dan
deskripsi, maka akan memudahkan penulis dalam mengetahui dan
menarik kesimpulan terhadap Tinjauan Hukum Islam dan Hukum
Positif Terhadap Perbuatan Pembajakan Karya Sinematografi pada
Aplikasi Telegram.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka umum dari sebuah
skripsi, guna memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai problematika
yang akan dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu, peneliti akan
memberi gambaran sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada awal bagian skripsi, berisi halaman judul, halaman
pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing,
abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel dan daftar lampiran. Pada bagian kedua pokok-pokok

permasalahan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai V.

¥ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.
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Bab I: berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi landasan teoritis dari penelitian, yaitu akan
dipaparkan tentang teori-teori yang akan menjadi dasar pada penelitian ini
terutama teori-teori tentang tinjauan hukum islam yang berkaitan tentang
pembajakan karya sinematografi.

Bab III: berisi tentang gambaran umum tentang peredaran
pembajakan karya sinematografi yang terjadi di aplikasi telegram.

Bab IV: merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya
membahas tentang tinjauan hukum islam serta sanksi terhadap perbuatan
pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram.

Bab V: merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang
kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir meliputi daftar

pustaka, lampiran-lampiranan daftar riwayat hidup.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembajakan Karya Sinematografi

Pembajakan merupakan penggandaan produk atau ciptaan hak
secara tidak sah dan barang yang didistribusikan dari hasil penggandaan
tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
Pembajakan karya sinematografi atau disebut juga dengan pelanggaran
hak cipta merupakan penggunaan suatu materi yang mana materi tersebut
dilindungi hak cipta tanpa adanya izin dari pemilik atau pembuat hak cipta
tersebut.

Di dalam KBBI sinematografi adalah teknik perfilman atau
pembuatan film, kata sinematografi merupakan serapan dari bahasa inggris
yaitu cynematogrphy. Secara etonomologis sinematografi diambil dari
bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu kinema yang artinya
gerakan dan dari kata graphein yang artinya merekam. Jadi dapat
didefinisikan sinematografi merupakan karya seni menulis melalui
gerakan atau juga penciptaan suatu gambar dengan suatu metode yang
mana gambar tersebut dapat dilihat di layar.

B. Hak Cipta dalam Islam
1. Pengertian Hak dan Hak Milik

Kata hak merupakan serapan dari bahasa arab al-haq yang
mempunyai beberapa arti yaitu milik, kebenaran, kepastian, kewajiban
dan ketetapan. Menurut Mustafa Ahmad Az-zarqo’ hak cipta adalah
hak yang ditetapkan kekhususannya oleh syariat atas suatu kekuasaan.
Adapun menurut Ibn Nujaim mendefinisikan hak cipta sebagai
kekhususan yang dilindungi. Dari pengertian tersebut dapa ditarik
kesimpulan bahwa hak cipta ialah kekhususan yang dimiliki oleh
pemilik hak, dan pemilik hak tersebut mempunyai wewenang penuh
atas apa yang dimilikinya dengan ketentuan syariat. Wahbah Zuhaily

mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan terhadap sesuatu agar

14
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orang lain tidak memiliki atau menguasainya dan pemiliknya boleh
mentasarutkan hak miliknya kecuali ada penghalang secara syariat.
Hak milik termasuk juga dalam kategori mal (harta), hal ini sesuai
dengan pendapat imam syafi’i bahwa sesuatu yang mempunyai nilai,
dan dapat dijualbelikan, dan jika ada pihak yang menghilangkan harus
mengganti, dan tidak dibuang oleh orang. Jalaludin As syuyuhti juga

mengemukakan bahwa :

s s g s au B ) JU 2o a VA @ g L) D Jud ¢
S5 23T s ,.u | 2 W0 Ak Vg &35 )5

“Perihal harta Imam Syafi’i RA berkata, ‘Bahwa nama mal (harta)
hanya disematkan pada sesuatu yang bernilai, yang dapat
diperjualbelikan, dan mengharuskan pihak yang menghilangkannya
untuk bertanggung jawab (menggantinya) meskipun sedikit, serta

tidak dibuang orang. Contoh harta itu uang dan sej enisnya.17

2. Sejarah Hukum Hak Cipta

Di era klasik para ulama berkarya tanpa menginginkan kekayaan,
melainkan semata mata mencari ridho dari Allah SWT. Di era klasik,
semakin banyak karya yang diambil manfaatnya oleh orang lain, maka
semakin senang pulalah dia, karena dia menganggap bahwa karyanya
itu bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, bisa bermanfaat bagi orang
lain dapat mendapatkan pahala yang membuat ada rasa kepuasan
tersendiri bagi penciptanya. Sedangkan untuk penghasilan, para ulama
bekerja sebagai petani, pedagang, penjahit, dan lain-lain. Para ulama
tidak menjadikan karya-karyanya sebagai bahan mencari uang. Oleh
karenanya kita tidak pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i, Imam

Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim dan

' Mahbub Ma’afi Ramadlan, “Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Download MP3
Sembarangan”, http://nu.or.id, diakses pada 23 Mei 2022, Pukul 20.34.
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ulama-ulama lain menuntut seseorang karena melakukan pelanggaran
hak cipta atas karya-karya mereka.'®
a.  Kelahiran hak cipta

Sejarah munculnya hak cipta bermula di Inggris pada awal
abad kel7 dan di Prancis pada akhir abad kel7. Alasan
mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan
Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili
dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini.
Setelah peradaban manusia memasuki era revolusi industri,
lebih tepatnya waktu ditemukannya mesin cetak masalah hak
cipta mulai banyak dibicarakan.

Dimasa belum ditemukannya mesin cetak, ribuan buku
sudah ditulis, namun masih dengan cara yang manual, yaitu
menyalin dengan tulis tangan. Jadi, proses pembuatan salinan
dari sebuah karya tulisan memerlukan biaya dan tenaga yang
banyak bahkan hampir dengan pembuatan karya yang asli. Oleh
karenanya kegiatan jual beli salinan buku di masa lalu bukanlah
bisnis yang menggiurkan, dalam artian sedikit orang yang
melakukan bisnis tersebut, berbeda dengan masa sekarang ini.
Di negeri muslim, dahulu ada profesi yang disebut dengan
warraq. Kata warraq (3'0s) merupakan kata dari bahasa Arab
yang artinya pembuat kertas, termasuk penerbit, penulis, printer,
dan pencatat. Dengan produksinya terbatas, karena ditulis
dengan tangan, dan tidak bisa diproduksi dengan skala besar dan
memerlukan waktu yang lama.

Di tahun 1440 Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman
menciptakan mesin cetak generasi pertama. Kemudian mesin
cetak ini disempurnakan, sehingga bisa memproduksi buku

dengan skala besar dan dalam waktu yang singkat. Konvensi

'® Ahmad Sarwat, Hak Cipta dalam Kajian Figih Kontemporer, (Jakarta: Rumah Fikih
Pubishing 2018) hlm. 11.
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Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Berne
Convention for the Protection of Artistic and Literary Works)
tahun 1886 merupakan konvensi yang pertama kali mengatur
tentang masalah hak cipta. Dalam konvensi ini, hak cipta secara
otomatis diberikan kepada pencipta atau pengarang, dan
pengarang mendapatkan hak cipta tanpa harus mendaftarkan
karya ciptaannya.

Setelah terciptanya mesin cetak, buku-bukupun mulai
banyak diproduksi dan digandakan dengan jumlah yang besar
dan dengan waktu yang singkat, dimana hal ini membuat para
industri penerbitan dan percetakan bermunculan karena hal ini
merupakan bisnis yang menggairahkan. Munculnya percetakan
dan penerbit yang begitu banyak membuat persaingan dalam
bisnis, yang kemudian mengantarkan mereka dalam pembidanan
hak cipta tulisan.

Sehingga, kemungkinan besar bukan para penulis yang
pertamakali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak
yang dapat disalin, melainkan dari penerbitnya, karena
penerbitlah yang sudah membeli hak cipta dari si penulis dan
yang paling dirugikan dengan bermunculannya pihak pihak yang
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara
menggandakannya saja tanpa harus membeli hak cipta dari
penulis.

Masuknya hak cipta dalam Islam

Dalam berjalannya waktu, 'urf-pun mulai berubah, hak
cipta yang awalnya merupakan sebuah kekayaan dalam bentuk
maknawi, kemudian seiring berubahnya zaman dan canggihnya
teknologi merubah hak cipta menjadi bentuk materi, yaitu
kekayaan mal (Jx) atau harta. Hal inilah yang kemudian
menjadi landasan para  ulama-ulama kontemporer

mengategorikan hak cipta sebagai hak kekayaan harta.
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Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh ibn-Qoyim:

sy ey Jiss g Gl Y1 JA5 ag ol s oA

“Berubahnya dan berbedanya suatu fatwa disebabkan karena
berubahnya dan berbedanya suatu zaman, tempat, kondisi, niat,
dan kemanfaatan™."®

Dari keterangan diatas yang dikatakan oleh ibn qoyim,
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang semula hak cipta hanyalah
sebuah harta kekayaan yang berbentuk maknawi, namun setelah
berubahnya zaman, kondisi, niat, dan kemanfaatannya
menjadikan hak cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual, dan
wajib bagi kita untuk menjaganya, hal ini juga sudah tercantum
di dalam maqosid as-syariah yaitu hifdzu-mal.

Hak cipta ditetapkan oleh masyarakat barat dalam ukuran
materi. Lalu didirikannya lembaga guna mematenkan sebuah
penemuan dan pihak yang mendaftarkan berhak mendapatkan
royalti dari siapapun yang membuat atau meniru yang dianggap
menduplikat - atau menjiplak. Kemudian hal itu merambat
kedalam dunia Islam yang mana akhirnya sekarang kita
mengenalnya sebagai kekayaan intelektual atau kita
mengenalnya dengan istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
yang mana penemunya memiliki hak penuh terhadap haknya.

3. Landasan Hukum Hak Cipta
a. Dalil Al Qur’an tentang Hak Cipta
Qs. as-Syura’ ayat 183:

;:{:«\.A:v..;.z: uﬁj‘g\ L% \?:)A;j .gj ‘i_i;k:;/\ &ﬂ\iﬂ J 2 cf. sgj
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan”.

% Hajar & Musrifah, Filsafat hukum Islam, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) him 34.
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Qs an-Nisa ayat 29:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling
memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian,

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”.

Hadi$ tentang Hak Milik

G o b ol e 2p e 1 s Bl (S g 02 s
6 s gl Jo b1 Jyts s J6 s o 28 2 Bl o Bl 12
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“Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan
kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al
Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata,
"Rasulullah SAW berkhotbah, beliau bersabda: "Ingatlah, tidak

halal harta seseorang bagi saudaranya kecuali atas kerelaan
hatinya”. "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Bagaimana

menurutmu apabila aku mendapatkan sekawanan kambing milik
keponakanku, lalu aku mengambil satu kambing muda dan aku

sembelih, apakah aku berdosa?" Beliau menjawab: "Jika kamu
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mendapatkan kambing yang gemuk dan berbulu tebal (bagus) di
Khabtil Jamisy (padang rumput), sedang kamu membawa pisau
dan kayu bakar (untuk masak), maka janganlah engkau sentuh
kambing itu. "Amru berkata, "Khabtil jamisy adalah padang
rumput di antara Makkah dan Al Jar dan tidak ada binatang yang
jinak di situ. (H.R. Ahmad : 2070)

Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa mengambil
atau memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil

merupakan suatu perbuatan yang haram.

4. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam

Secara hakikat semua yang ada di bumi bahkan semesta alam
adalah milik Allah SWT. Tetapi, secara majasi hak milik Allah dapat
disandarkan pada siapa siapapun agar kehidupan dapat berjalan
dengan lancar. Allah mengakui bahwa adanya hak guna dan hak milik
hamba-Nya. Dengan adanya ini secara fungsional makhluk bisa
bergerak dan tidak bebas merajalela.

Dalam islam hak cipta disebut dengan istilah hagqqul ibtikar, Fathi
al-Duraini yang merupakan guru besar fikih dari Universitas
Damaskus Syiria, mengatakan bahwa ibtikar merupakan suatu
gambaran dari sebuah hasil pemikiran dari ilmuan melalui
kemampuan analisis dan pemikirannya yang mana hasilnya
merupakan sebuah kreasi atau penemuan yang belum dikemukakan
atau ditemukan oleh ilmuan sebelumnya. 2 Dari definisi tersebut
memuat makna yang mana bahwa sebuah pemikiran akan mempunyai
nilai jika kita dapat menuangkannya kedalam tulisan, media, dan
lainnya.  Memiliki  pemikiran yang bagus tanpa  dapat

mengungkapkannya menjadikan pemikiran itu seperti sia-sia.

20 Eka Kurniawan, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download (Surabaya: UIN Sunan Ampel,
2018), hlm. 23
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Di era sekarang perkembangan teknologi maupun informasi sudah
semakin canggih, hal ini tentunya memberikan efek positif bagi
manusia untuk mendapatkan informasi atau juga dapat melakukan hal
apa saja melalui teknologi internet, sosial media dengan sangat
mudah. Akan tetapi berkembangnya teknologi juga membuat manusia
mempermudah untuk melakukan tindak kejahatan seperti halnya
adanya pembajakan karya sinematografi. Pembajakan merupakan
penggandaan produk atau ciptaan hak secara tidak sah dan barang
yang didistribusikan dari hasil penggandaan tersebut ditujukan untuk
mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Melansir keterangan dari

Darul Ifta al-Misriyyah, lembaga fatwa mesir mengatakan:

§IEAR PR Joox i ERR PIFEA RPN S BILE NI W R 23
e g Tode 21ay)

“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara syara’,
Pemiliknya memunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut.
Siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka”.?*

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembajakan
karya sinematografi merupakan tindakan yang diharamkan oleh
syara’. Dalam hal ini termasuk dalam pencurian harta orang lain yang
berupa karya-karya sinematografi maupun hak cipta yang lainnya, dan
pembajakan karya sinematografi juga merupakan salah satu perbuatan
memakan harta orang lain secara batil.

Fatwa Ulama tentang Hak Cipta
a. Majma’ Fikih Islami
Dalam muktamar rutin kelima di Kuwait dari tanggal 10
sampai 15 Desember 1988 Masehi, Majelis Majma' Fiqgih Islami

International mengkaji makalah-makalah dari para ulama tentang

permasalahan hak cipta dan menetapkan sebagai berikut :

*! Alhafiz K, “Kedudukan Hak Cipta dalam Islam”, http://nu.orid., diakses 25 Mei 2022

Pukul 22.15.
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1) Nama usaha, logo dagang, merek dagang, penemuan, dan
karangan merupakan hak khusus bagi pemiliknya. Dan di
masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang
muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh
syari’ah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.

2) Dibenarkan untuk memperjualbelikan merek dagang, nama
usaha, logo dagang itu, atau mempertukarkannya dengan
imbalan harta, selama tidak ada gharar, kecurangan dan
penipuan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.

3) Hak atas tulisan, penemuan dan hasil penelitian terlindungi
secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk
memperjualbelikannya, dan tidak dibenarkan untuk
merampasnya.??

b. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi

Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi sebagai ulama besar Syiria
telah menetapkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari harta
kekayaan milik seseorang yang haram untuk diambil begitu saja
dan wajib untuk dihargai. Dr. Said Ramadhan Al-Bouthi juga
menjelaskan bahwa di zaman dahulu, sebuah karya ilmiah muncul
dan terpendam dalam pikiran pengarangnya. Transmisi ilmu yang
terkandung bisa terwujud berkat kreatifitas dari penulis yang telah
susah payah untuk menyalin dan menuliskannya.

Namun, di saat itu tulisan yang dihasilkan nampak tidak
bernilai harta maupun penghargaan yang bersifat materi kecuali
hanya pujian semata untuk pengarangnya. Melalui potret sistem
yang berlaku pada saat itu. Sehingga masalah hak cipta tidak bisa
dianggap enteng, karena menyangkut tentang kerugian dari si
pengarang.

c. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam fatwanya bahwa:

> Ahmad Sarwat, Hak Cipta dalam Kajian Figih Kontemporer, Him 18.
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“Adapun hak penulis yang masuk dalam ganun baru yang
juga hak adabi merupakan hak yang dilindungi dalam pandangan
saya secara syari’ah, atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah

mursalah”.

Dari fatwa tersebut mengandung arti bahwa hak cipta atau
hak ibtikar merupakan suatu harta yang patut untuk kita lindungi
secara syara’ atas kaidah maslahah mursalah. Hal ini juga selaras
dengan maqosid as-syari’ah yaitu hifdzu mal, yaitu menjaga
harta. Karena hak cipta merupakan sebuah mal, maka patut sekali
untuk kita jaga dan kita lindungi sesuai dengan syara’.23
d. Fatwa MUI tentang Hak Cipta

1) Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dianggap
sebagai salah satu huququ maliyah (hak kekayaan) yang
mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal.

2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana
di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

3) HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad
mu’awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru’at
(non komersial), serta dapat diwakatkan dan diwariskan.

4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun
tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan,
membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor,
mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan,

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik

» Ahmad Sarwat, Hak Cipta dalam Kajian Figih Kontemporer, Him 20.
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orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan
hukumnya adalah haram.
C. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum pidana islam adalah terjemahan dari kata fikih jinayah.
Definisi dari fikih jinayah adalah setiap ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan kejahatan, kriminal yang dilakukan oleh
orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah bisa dikenai
kewajiban), atas dari pemahaman dari dalil hukum yang terperinci dari
al-qur’an dan al-hadist. Tindakan kriminal merupakan kejahatan yang
mengganggu ketenteraman umum dan tindakan yang menentang
peraturan undang-undang.24
Hukum pidana islam merupakan syari’at Allah yang mengandung
terhadap kemaslahatan manusia entah itu dalam kehidupan di dunia
maupun kehidupan di akhirat. Secara materi syariat mengandung
kewajiban asasi terhadap manusia untuk menjalankannya. Semua
manusia merupakan pelaksana yang mempunyai kewajiban untuk
patuh kepada perintah-perintah Allah SWT. Perintah Allah dimaksud,
harus ditunaikan untuk terciptanya kemaslahatan bagi setiap manusia.
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam
Adapun ruang lingkup hukum pidana islam antara lain pencurian,
meminum minuman keras (khamr), perzinaan, merusak harta orang
lain, menuduh zina terhadap orang lain (qazaf), orang yang
memerangi Allah dan Rosul (hirabah) dan melakukan perbuatan yang
kegaduhan atau kekacauan yang bersifat kriminalitas atau masih
terkait dengan tindak kepidanaan, murtad.
3. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam
Di dalam hukum pidana islam jenis-jenis hukuman untuk tindak
pidana kejahatan dibagi menjadi tiga bagian:

a. Qisas

24 7ainudin Ali, Hukum Islam, hlm 102.
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Secara harfiah qisas berarti membalas atau memotong.
Qisas dalam istilah ialah pembalasan setimpal yang dikenakan
kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. 2
Ketentuan qisas bersumber pada al-Quran dan Hadis. Dalam surat

Al-Baqarah ayat 178 menyebutkan:

1o
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“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu kisas
atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Barangsiapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang
memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf

dengan cara yang baik".

Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 54 disebutkan:
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"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang

% 7ainudin Ali, Hukum Islam, hlm 125.
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melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

zalim".

Sedangkan sumber yang terdapat pada hadis Rasulullah
bersabda:
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“Diceritakan dari Anas dia berkata: Sesungguhnya Rubayyi bintu
An-Nadhr, bibi Anas, mematahkan gigi seorang wanita.
Kemudian, keluarga Rubayyi itu minta maaf kepadanya. Akan
tetapi, keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi
menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya. Kemudian,
mereka datang menghadap Rasulullah, tetapi mereka tidak mau
selain gisas. Lalu, Rasulullah memerintahkan untuk dikisas. Anas
bin An-Nadhr berkata: Apakah gigi seri Rubayyi akan
dipecahkan? Jangan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau
dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya”. Kemudian
Rasulullah bersabda: Wahai Anas, kitabullah telah menetapkan
gisas. Maka, keluarga wanita itu merelakan dan memaaftkan
Rubayyi. Kemudian Rasulullah bersabda: Sesungguhnya di antara
hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bersumpah

dengan nama Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya”.
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(HR. Muttafaq ‘Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-
Bukhart).

b. Hudud

Hudud merupakan kata yang berasal dari bahasa arab dari
jamak kata had yang artinya batasan atau definisi, siksaan,
ketentuan atau hukum. Secara istilah hudud merupakan sanksi
terhadap pelaku kejahatan dimana sanksi tersebut bisa berupa
siksaan fisik ataupun moral. Dalam hukumnya hudud ditetapkan
oleh Allah SWT yang sudah terdapat pada Al-Quran, ataupun
kenyataan yang dilakukan Rasulullah SAW.

Jenis-jenis hudud sendiri yaitu rajam, jilid atau dera, potong
tangan, penjara/kurungan seumur hidup., eksekusi bunuh,
pengasingan dan salib. Untuk delik pidananya berupa gadzaf
(tuduhan zina), zina, sarigah atau pencurian, harabah
(penodongan,  perampokan), minum  khamr,  bughoh
(pemberontakan) dan murtad.?®

Pembagian ini berdasarkan pertimbangan bahwa hukuman
had adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh
Allah SWT sehingga tidak boleh ada seorang pun yang
melanggarnya, baik apakah yang dimaksudkan dari hukuman itu
adalah untuk memenuhi hak Allah SWT yakni hak umum atau
kemaslahatan dan kepentingan masyarakat banyak, maupun untuk
memenuhi hak manusia pribadi termasuk di antaranya adalah
qisas. Hukuman-hukuman itu disebut hudud (hukuman had),
karena hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang dari

tindak kejahatan atau perbuatan dosa.?’

?® Zainudin Ali, Hukum Islam, him 106.
%’ Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Terj: Abdul Hayyie bagian 7, (Jakarta,

Gema Insani 2011), Him, 258.
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Dilihat dari sisi hukumannya itu sendiri, semua bentuk
hukuman had dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi hak
masyarakat, yaitu untuk pendisiplinan (ta'diib) dan memberi efek
jera supaya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan mudharat
bagi manusia, demi untuk menciptakan keamanan, ketenteraman
dan stabilitas, menjaga hak-hak kehidupan yang harus dihormati
dan dilindungi, serta menjaga dan melindungi kehormatan, jiwa,
akal dan harta benda.

Di samping itu, di dalam hukuman had juga ada hak syara’
yang juga harus diperhatikan yaitu dalam kaitannya dengan
bentuk dan ukurannya yang telah ditetapkan dan ditentukan, baik
berdasarkan Al-Qur'an, yaitu bentuk hukuman had zina, bentuk
hukuman had qadzaf, bentuk hukuman had pencurian, bentuk
hukuman had harabah, dan qisas, atau berdasarkan hadits, yaitu
bentuk hukuman had meminum minuman keras dan bentuk
hukuman rajam.

Penentuan pola dan bentuk-bentuk hukuman had tersebut di
atas karena berdasarkan penilaian syara' terhadap berbagai
dampak bahaya kejahatan-kejahatan tersebut yang sangat besar
dan langsung terkait dengan nilai-nilai pokok kemanusiaan, yaitu
menjaga dan melindungi hak hidup (jiwa, nyawa), pemikiran
manusia (akal), kehormatan (hukuman had zina dan qadzaf), harta
(pencurian dan penyamunan), dan agama atau akidah.

Adapun hukuman dalam jarimah pencurian sebagai berikut:

1) Pengertian Pencurian

Mengambil harta milik orang lain tanpa izin dan tanpa
sepengetahuan pemilik merupakan sebuah pencurian. Dimana
pencurian merupakan salah satu bentuk pidana islam atau kita
biasa mengenalnya dengan istilah jinayat. Di sebutkan dalam
alquran yang menjelaskan tentang pencurian pada surat al-maidah

ayat 38:
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“Adapun laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa
Mabhabijaksana” Q.S Al-Maidah:38

Dari ayat diatas Al-quran menjelaskan tentang sanksi bagi

orang yang mencuri, yaitu potong tangan dengan syarat-syarat

berikut:

Pt T

Harta yang dicuri bernilai sampai satu nishab. Yaitu
kadar harta tertentu yang ditetapkan oleh undang-
undang.

Hasil barang curian dapat diperjualbelikan.

Barang yang dicuri bukan milik baitul mal.

Pencuri sudah baligh.

Pencurian dilakukan bukan dengan paksaan dari
orang lain.

Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.

Pencurian dilakukan bukan untuk memenuhi
kebutuhan pokok.

Korban pencurian bukan orang tuan dan bukan
keluarga dekat si pencuri.

Pencuri bukan pembantu korbannya.

Ketentuan potong tangan yaitu tangan sebalah kiri,
dan jika masih mengulangi lagi, maka yang harus

dipotong lagi adalah kaki kanannya, dan seterusnya.

Menurut Muhammad Abu Syahbah syaragah atau pencurian

adalah pengambilan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap harta

orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut

mencapai nisbah dan tempat simpanannya tanpa adanya syubhat



C.

30

dalam barang tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka unsur dari
pencurian yaitu :
a) Pengambilan harta tersebut dilakukan secara diam-
diam.
b) Barang yang diambil merupakan harta
c) Harta yang diambil merupakan harta milik orang
lain
2) Hukuman Mencuri
Hukuman untuk orang yang mencuri adalah potong tangan,
di dalam kitab at-tadzhib karya dari syekh abi syuja’ mengatakan
bahwa orang yang mencuri dipotong tangannya bila memenuhi
tiga syarat, yaitu:
a) Baligh (berusia taklif)
b) Berakal
C) Barang yang dicuri mencapai nisab seharga
seperempat dinar, yang dicuri dari tempat yang
terjaga, tidak ada kepemilikan pencuri di dalamnya,

dan tidak ada keserupaan milik didalamnya.

Dari syarat diatas, jika seseorang yang mencuri memenuhi
persyaratan tersebut maka hukumannya adalah potong tangan. Di
dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 38 merupakan dalil utama

yang menjelaskan hukum bagi seorang pencuri, yaitu:

Lalu nisab atau batasan minimum harta yang dicuri adalah
seperempat dinar (sekarang sekitar 4 gram emas) hal ini sesuai
dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam
Muslim dari ‘Aisyah r.a. menuturkan yang artinya: Rasulullah
SAW bersabda : “Tangan pencuri tidak dipotong kecuali karena

pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih”

Ta’zir
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Ta'zir secara bahasa, artinya adalah mencegah, melarang,
menghalangi. Diantara bentuk penggunaannya adalah ta'zir berarti
an-nushrah (membantu, menolong), karena pihak yang menolong
mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang
yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan
untuk menunjukkan arti memberi pelajaran atau mendidik dan
sanksi hukuman selain hukuman had, karena hukuman ta'zir
mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali
kejahatannya.?® Adapun secara istilah definisi ta’zir menurut para
ulama yaitu:

a. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah
Ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang
tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai
dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud
dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)
kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya
berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).
b. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam Jarimah Al-Riswah
fi Al-Syar’iah Al-Islamiyah
Ta'zir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai
hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang
tidak ada sanksi dan kafaratnya.
Cc. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu
Sanksi-sanksi ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara
syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam
menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan
sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan
kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan,

mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta

?® Zaenuddin Ali, Hukum Islam, him. 129
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melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-
sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan
lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.
d. Abdul Aziz Amir dalam al - Takzir fi Al - Syari’ah al —Islamiyah
Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya.
Hukumnya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena
melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had
dan kafarat. Takzir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu
sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan
sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi
takzir Al-Mawardi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ta'zir merupakan
hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau
kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula
kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada
siang hari bulan Ramadhan tanpa adanya uzur, meninggalkan shalat
menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain
sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak adam, seperti
bercumbu dengan perempuan yang bukan istrinya namun tidak sampai
pada jimak, mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai
batas nishab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur al-Hirzu
(harta yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang
semestinya), korupsi, suap, pencemaran dan tuduhan selain zina
berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk
tindakan menyakiti orang lain.

Adapun dasar-dasar disyari’atkannya ta’zir terdapat dalam hadis

Nabi sebagai berikut:

Bamd (3 Yoy o oo g e W o (I 0T o ol e oS 0 s e
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“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya
Nabi Muhammad SAW menahan seseorang karena disangka
melakukan kejahatan”. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan
Baihagqi. Disahihkan oleh Hakim).”
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“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah
bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di
dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah". (HR. Muttafaq
'Alaih).

e Sl 53 il g e Bl Lo A1 Jguy JB B s B o, asle e
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“Dari ‘Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda
“Ringankanlah hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan

kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah

hudud”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).

“Dari ‘Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda
“Ringankanlah hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan
kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah

hudud”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).

Pada umumnya prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam
adalah kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal
atau cara yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat
merupakan cita-cita agama. Karena tujuan utama pidana adalah
mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak

meninggalkan apa yang diperintahkan agama, serta sebagai upaya
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preventif perusakan dan menyakiti orang lain baik individu maupun

kolektif.

Syarat hukuman ta'zir bisa dijatuhkan adalah hanya berakal saja.
Maka oleh karena itu, hukuman ta'zir bisa dijatuhkan kepada setiap
orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak
memiliki ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan,
muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal
(mumayiz). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk
orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai
hukuman.

Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, maka ia di-ta'zir, namun
bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik
dan memberi pelajaran. Patokan dan kriteria hukuman ta'zir adalah,
setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti
orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan
ucapan, perbuatan atau isyarat baik korbannya adalah seorang muslim
maupun orang kafir.

Adapun diberlakukannya hukuman ta’zir dengan bertujuan

sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan), diperuntukkan untuk orang-orang
yang belum melakukan jinayah supaya tidak
melakukannya.

b. Represif (membuat pelaku jera). Bertujuan supaya pelaku
tidak mengulangi perbuatan jarimah kembali.

c. Kuratif (islah). Ta’zir harus bisa membuat perilaku
terpidana menjadi lebih baik di kemudian hari.

d. Edukatif (pendidikan). Dengan harapan agar dapat

merubah pola hidup terpidana menjadi baik.?

2 M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, hlm. 142.
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Hukuman ta’zir disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang

dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad

hakim. Syara’ tidak menentukan tentang hukuman bagi setiap jarimah

ta’zir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukum dari

hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat.

Adapun ruang lingkup jarimah ta’zir sebagai berikut:

a. Jika jarimah qisas atau hudud yang didalamnya terdapat syubhat

maka dialihkan kedalam sanksi ta’zir seperti orang tua yang

mencuri harta anaknya sendiri. Hal ini sesuai hadis Nabi yaitu:

oy by el
“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ahmad dan Ibnu

Majah)

SUNURISERN

“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisas karena membunuh
anaknya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Dari kedua hadis diatas melarang dijatuhkannya hukuman
qisas terhadap ayah yang membunuh anaknya sendiri. Begitupun
ayah yang mencuri harta anaknya sendiri tidak dikenai hukuman
had. Dengan adanya kedua hadis tersebut menimbulkan syubhat
dalam pelaksanaan qisas ataupun had. Adapun mengenai syubhat,

hal ini berdasarkan hadis Nabi yaitu:
Ol b sud) 13,

“Hindarkanlah had jika ada syubhat". (HR. Al-Baihaqi)

. Jarimah qisas atau hudud yang tidak memenuhi syarat, maka akan
dikenakan ta’zir. Seperti percobaan zina, percobaan pembunuhan.

. Jarimah yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi

tidak ditentukan hadisnya. Seperti penghinaan, suap, riba.
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d. Jarimah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat,
seperti  pencopetan,  penipuan, pembajakan, pornografi,

penyelundupan.

Jika dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir dibagi menjadi
dua, yaitu jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah dan jarimah
ta’zir yang menyinggung hak perorangan. Jarimah ta’zir yang
menyinggung hak Allah seperti pencurian yang tidak memenuhi
syarat, mencium wanita lain, penyelundupan dan lain-lain. Sedangkan
pencurian yang menyinggung hak perorangan seperti penipuan,

penghinaan, pemukulan.30

Macam-macam sanksi jarimah ta’zir dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Sanksi yang berkaitan dengan badan
Sanksi yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi
dua, yaitu:
1) Hukuman Mati
Dari empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, dan sebagian
dari Mazhab Maliki, Hanbali, dan syafi’i membolehkan adanya
sanksi ta’zir berupa hukuman mati. Mazhab Maliki
membolehkan adanya sanksi hukuman mati dengan syarat
perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang, dan dengan
adanya sanksi hukuman mati dapat membawa kemaslahatan
masyarakat. Lalu Sebagian dari Mazhab Maliki, Hanbali, dan
Syafi’t mengatakan bahwa sanksi hukuman mati dilakukan
terhadap mata-mata, orang-orang yang membuat kerusakan di
bumi, ada juga yang diberlakukan bagi orang yang melakukan
homoseks, menyebarkan aliran-aliran sesat yang menyimpang

dari Al-Quran dan Hadis.

M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, him. 144



37

Adapun diperbolehkannya hukuman mati atas dasar sebagai

berikut:

ksl Saslir G of (Slae 32y O i oty oy s e (Sl (ST e

“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian
berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang
tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-

belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut”. (HR. Muslim)
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"Suatu ketika, pada saat Rasulullah sedang dalam suatu
perjalanan, ada seorang mata-mata dari kaum musyrik datang
kepada beliau, lalu mata-mata itu duduk di antara para sahabat,
kemudian menyelinap pergi. Lalu Rasulullah berkata, “Cari
mata-mata itu, lalu bunuhlah ia”. Salamah Ibnul Akwa'
melanjutkan ceritanya,’ L alu, saya pun berhasil mengejar
mata-mata itu, lalu saya pun membunuhnya dan mengambil
salabnya (barang-barang yang ada pada diri si mata-mata itu),

lalu Rasulullah memberiku bagian lebih dari salab tersebut”.

2) Hukum Jilid (Cambuk)

Jilid merupakan hukuman memukul terhadap terhukum
menggunakan cambuk, tongkat, atau alat sejenisnya. Hukuman
cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir,
Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa

keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:31

*' M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, him. 144
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a) Lebih menjerakan dan adanya represif, karena dirasakan
langsung secara fisik.

b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah
cambukan yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar
perkara yang dilakukan pelaku.

c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan
penerapannya sangat praktis.

d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini
bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga
terhukum. Apabila sudah dilaksanakan, terhukum dapat
langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti
biasanya.

Adapun untuk hukuman jilid, oleh para fuqoha terjadi
perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir.
Menurut pendapat mazhab Maliki, batas tertinggi hukuman
ta’zir diserahkan kepada penguasa karena didasarkan atas
kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya jarimah.
Imam Muhammad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa batas
tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan
menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali.*

Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i ada tiga pendapat.
Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah
dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu
Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir
boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus Kkali,
dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir
sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di
antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas.

Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas

*> M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, hlm. 150
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sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman
yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak
boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya.
Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak
boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu
Darda sebagai berikut: "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari

sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud".®

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara,
yaitu al -habsu dan al -sijnu yang keduanya bermakna al -
man’u , yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim,
al -habsu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan
perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid,
maupun tempat lain.3*

Ada dua macam hukuman yang berkaitan dengan
kemerdekaan seseorang dalam hukum Islam. Pembagian ini
didasarkan pada lama waktu hukuman. Yang pertama,
Hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini
adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda
pendapat. Ulama' Syafi’iyah menetapkan batas tertingginya
satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan
pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain
menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.
Yang kedua adalah hukuman penjara tidak terbatas. Sudah
disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan
masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai

terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang

62.

* Halil Husairi, “Ta'zir dalam Perspektif Figh Jinayat”, AI-Qishthu, Vol. 6 No. 2, 2018 hlm.

* M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, him. 152
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dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau
orang yang berulang ulang melakukan jarimah yang
berbahaya.
Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang
diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada Surah Al-
Maidah Ayat 33:
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“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara
silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang
demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat

mereka mendapat azab yang besar”.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun
dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai
hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan
hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku
mukhamnats (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi
dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula
tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena
banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon ia
berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia

tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar yang juga
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menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu’an

bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal. *°

c. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Harta

Tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara
mengambil harta, para fukaha berbeda pendapat. Menurut Imam
Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan,
hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan.
Akan tetapi menurut Imam Malik Imam al-Syafi’i, Imam Ahmad
bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila
membawa maslahat.*® Hukuman takzir dengan mengambil harta
bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri Hakim atau untuk
kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu.
Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, Hakim
dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang
mengandung maslahat.

Adapun hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, Ibnu

taimiyah membagi menjadi 3 bagian, yaitu:
1) Itlaf (menghancurkan)

Yaitu sanksi materil dengan cara merusak objek-objek
kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-
bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya,
menghancurkan alat-alat malaahi menurut kebanyakan fukaha,
memecah dan merobek wadah tempat minuman Kkeras,
membakar kedai penjualan minuman keras berdasarkan
pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad dan
Imam Malik, dan lain sebagainya.

Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh
Khalifah Umar bin Khatab r.a yaitu ia membakar kedai penjual

* M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, hlm. 156
3% M. Nurul Irfan, Musyarofah, Fikih Jinayah, hlm. 157



42

minuman keras, juga berdasarkan praktik yang pernah
dilakukan oleh khalifah Ali bin Abi Thalib r.a yang pernah
membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman
keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti
wadahnya.*’

2) Taghyir (merubah)

Taghyir yaitu hukuman takzir berupa merubah harta pelaku,
seperti merubah patung yang disembah oleh kaum non muslim,
lalu orang muslim merubahnya dengan cara memotong bagian
kepalanya sehingga mirip vas bunga atau pohon.

3) At-Tamlik

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain
Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi seorang yang
mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian
pula keputusan Khalifah Umar yang melipat gandakan denda
bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri
sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-
duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri buah-
buahan dari pohon, atau mencuri sapi sebelum sampai di
tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda
digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman
denda disertai cambuk.

d. Sanksi Takzir Lainnya
Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan
diatas, seperti peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang,
nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan
secara terbuka.
D. QIYAS
1.  Pengertian Qiyas

%7 Wahbah Al-Zuhaili, F iqih Islam Wa Adillatuhu, Terj: Abdul Hayyie hlm. 329
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Qiyas secara lughawi adalah ukuran, menyamakan atau
membandingkan sesuatu dengan yang lain. Menurut ahli ulama ushul
fikih, Qiyas ialah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash
hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dan kasus
tersebut harus sama di dalam ilat hukumnya:*®

Menurut Shadr al-Syari’ah, Qiyas merupakan pemberlakuan
hukum asal pada hukum cabang yang disebabkan kesatuan illat yang
tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa saja. Menurut
mayoritas ulama syafi’iyah, Qiyas ialah membawa hukum yang
belum diketahui pada hukum yang diketahui dalam rangka
menetapkan hukum bagi keduanya, disebabkan oleh sesuatu yang
menyatukan keduanya, entah itu secara hukum ataupun sifatnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Qiyas ialah:

@ lagr 13V S o osane b i)l aSs o opans pé o U

vg‘“‘l‘

“Menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya
berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya
berdasarkan nash, disebabkan kesatuan illat hukum diantara

keduanya”. ¥

Oleh karena itu, jika suatu nash menunjukkan hukum
tentang suatu kasus dan telah mengetahui illat hukumnya, kemudian
ada kasus lain yang serupa illatnya dengan kasus pertama yang ada
nash hukumnya, maka hukum dari kasus tersebut disamakan dengan

kasus yang telah ada nashnya, berdasarkan illatnya. Karena

® Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Figh,( Dina Utama, Semarang. 1994) him 66.

* Suwarjin, Ushul Figh, (Teras: Yogyakarta, 2012) hal 75.
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sesungguhnya hukum itu ada pada illatnya. Sebagai contoh
meminum khamr yang telah dihukumi haram dan telah dinashkan

dalam al-quran, yaitu:
2.1 208,70 (% ‘o@; L2 ow 4 © TG s - %G s o . sed 4 A ,o'& pr i
A a6 L Las fs ) 3NN Dl Suddlly i ) R ) @t

:-)p; /55
“Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan keji yang
termasuk perbuatan syaitan, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu”.

(QS. Al-Maidah : 90)

Haramnya meminum khamr adalah karena memabukkan, dari
hal tersebut berarti setiap minuman keras yang terdapat illat
memabukkan, berarti hukumnya disamakan dengan khamr. Seperti
ciu, vodka, arak, anggur merah (minuman keras), tuak dan lain-lain,
atau juga bisa selain minuman keras seperti sabu-sabu, ganja, heroin

dan lain-lain.

Rukun Qiyas
Berdasarkan pengertian qiyas diatas, diketahui bahwa ada 4

rukun qiyas, yaitu:

a. Pokok atau ashl
Merupakan suatu kasus yang telah ada ketetapan hukum
nashnya, berdasarkan al-quran dan al-hadist. Ashl disebut juga
dengan istilah Musyabbah bih atau Magis ‘alaih atau juga
Mahmul ‘alaih. Sebagai contoh air perasan buah kurma dan
anggur, sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar,
keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu.

b.  Cabang atau Far’un
Merupakan suatu kasus yang belum ada ketetapan hukum

nashnya berdasarkan al-quran dan al-hadist yang ingin
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disamakan hukumnya dengan ashl. Far’un biasa disebut
dengan istilah Magis atau Mahmul ilaih atau Musyabbah.
Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-far'u
adalah an-nabidz, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur,
yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan.
Hukum ashl

Merupakan hukum syara’ yang ditetapkan oleh nash pada ashl
dan ingin ditetapkan pada far’un dimana hukum itu tersemat
pada al-ashl di atas, maksudnya adalah perasan.

‘Illat hukum

Merupakan sifat dasar dari ditetapkannya hukum pada ashl
dan di dalam sifat tersebut mengandung far’un, oleh karena itu
far’un disamakan hukumnya dengan ashl. Dalam contoh di
atas, 'illat adalah benang merah yang menjadi penghubung
antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan
air perasan dari semua buah-buahan lainnya, dimana keduanya
sama-sama memabukkan.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa air perasaan dari buah
kurma atau buah anggur adalah haram karena itu adalah
khamr, dan sudah dinash dalam al-quran bahwa khamr itu
haram karena bersifat memabukkan. Adapun hasil air perasaan
dari buah-buah lain selain kurma dan anggur, jikalau
mempunyai unsur yang sama dengan air perasaan kurma dan
anggur yaitu memabukkan maka dihukumi sama pula dengan

air perasaan kurma dan anggur (khamr).



BAB III

PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI
TELEGRAM

A. Gambaran Umum

KI atau Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang bersifat
khusus, dimana hal ini diperuntukkan bagi para pemilik hak cipta tersebut.
Sumber dari sebuah hasil ciptaan bisa berupa dari sastra, seni, musik, dan
program-program komputer yang sangat berperan dalam membentuk serta
memperkaya sebuah peradaban dari masa ke masa atau dari generasi ke
generasi berikutnya. Di era sekarang, menyebarkan sebuah informasi
merupakan hal yang mudah, terlebih lagi sangat cepat untuk
dipublikasikan terhadap masyarakat. Namun hal ini juga menjadi sebuah
akses untuk melakukan tindakan pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan
karya sinematografi. Terdapat dua hal yang mendasari terhadap
pelanggaran hak cipta yaitu kesengajaan dan tidak mempunyai hak untuk
mempublikasikannya, melakukan penjualan terhadap karya hak cipta, dan
menduplikasikannya.40

Salah satu pelanggaran hak cipta yaitu memperbanyak, membajak,
menduplikat dan memberitahukan atau mempublikasikan film-film
melalui media sosial atau internet dengan cara menstreaming atau
mendownload tanpa izin dari si pencipta karya, hal ini tentu sangat
merugikan bagi pemilik hak cipta. Lembaga kementerian komunikasi dan
Informasi (KOMINFO) pada tahun 2021 melakukan  pemblokiran
beberapa situs jaringan atau website film hasil dari sebuah pembajakan
yaitu Indo21 dan Indostreaming dan beberapa website yang bersifat ilegal,
dimana para tersangka yang membuat website atau jasa penyedia film-film

buah hasil dari pembajakan ini membuat penggantian nama-nama dan

* Khelvin Risandi, Tantimin, “Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform telegram di
Indonesia”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022) hlm.
434
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domain website yang bertujuan agar menghindari dan mengelabui dari
aparat penegak hukum di Indonesia dengan cara melalui aplikasi media
sosial seperti telegram. ' Permasalahan lainnya juga terdapat pada
masyarakat yang ingin mengakses situs film bajakan. Hal ini disebabkan
karena masyarakat menikmati akan adanya film bajakan dimana hal ini
tentunya memberikan keuntungan secara ekonomi bagi si penonton
maupun si pembajak.
B. Peredaran Konten Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram

Di era sekarang peredaran film sudah banyak dilakukan dan
diedarkan melalui website ilegal. Salah satu peredaran film yang sedang
marak saat ini adalah dengan melalui media telegram. Awal mulanya
telegram digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasan
fitur terlebih dalam ruang penyimpanan dan keamanan. Pada aplikasi
telegram user diizinkan untuk berbagi foto, file, video maupun audio
dengan maksimal berukuran 2GB. Hal inilah yang menjadikan keuntungan
bagi beberapa user dalam penggunaannya.

Mengutip wawancara dari Avif Nur Aida pada web siarpersma.id
yang mewawancarai dari beberapa admin saluran channel telegram bahwa
para admin tersebut mendapatkan film-film dari sebuah web yang
menyediakan film. Cara mendapatkannya terkadang izin kepada admin
web-nya terkadang juga tidak izin, karena admin dari web sendiri juga
tidak peduli tentang hal tersebut karena web-nya sendiri sudah banyak
dikunjungi oleh orang.42 Setelah mendapatkan film, lalu admin channel
telegram membagikan film-film yang telah ia dapatkan ke channel
telegramnya sendiri. Untuk keuntungannya didapatkan bukan dari hasil
penyebaran film, melainkan dari paid promote, oleh karena itu subscribers

yang join channel telegram itu tidak dipungut biaya (gratis) dengan tujuan

* Kompas, « Kabar Baik dari Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara”,
http://kompas.com. , diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 05.36.

*Avif Nur Aidha “Sejumlah Pertanyaan Untuk Admin Saluran Film Ilegal di Telegram”,
http://siarpersma.id, diakses 20 Juni 2022 pukul 21.45.
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bisa mendapatkan subscriber yang banyak. Untuk biaya paid promotenya
sendiri sekitar 15 ribu sampai 35 ribuan dengan waktu tayang 1x24 jam
atau 2x24 jam, tergantung harga.

Dalam pengelolaannya admin channel telegram pernah
mendapatkan teguran dari pihak telegram melalui inbox yang berisi untuk
menghapus beberapa file tertentu karena melanggar hak cipta, atau karena
mengeshare konten dewasa. Selain ditegur pernah juga ada yang sampai
ditutup channel-nya, biasanya film-film indo yang rawan ditutupnya
channel karena lebih ketat dibandingkan film-film dari luar. Lalu upaya
yang dilakukan oleh admin channel telegram dengan cara tidak meng-
upload film-film yang rawan supaya channel-nya bisa terus berjalan.

Admin channel telegram sebenarnya sudah tahu bahwa hal tersebut
adalah perbuatan pelanggaran hak cipta, perbuatan ilegal. Tetapi dia
membandingkan dengan web-web penyedia film yang ilegal, atau DVD
bajakan supaya lebih disorot dari pada telegram, karena mereka
mendapatkan film-film tersebut juga dari web-web yang menyediakan film
bajakan. Dari hal tersebut, keuntungan yang didapatkan tidaklah seberapa,
tetapi hal yang telah diperbuat oleh admin channel telegram (pembajak) itu
sangat merugikan bagi pemilik hak cipta, karena hal tersebut memicu
konsumen untuk menonton film yang dapat diakses secara gratis dari pada
harus membayar untuk menonton film.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yang mengatakan bahwa melakukan pendistribusian barang hasil
penggandaan sebuah ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah
dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dikatakan sebagai
perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan. Maka dari itu
perbuatan diatas yang dilakukan melalui media Telegram dapat dikatakan
sebagai tindakan pembajakan dengan terpenuhinya beberapa unsur sebagai
berikut:

1.  Unsur pembajakan, yaitu melakukan penggandaan ciptaan berupa film

yang dilakukan dengan cara yang tidak sah karena mengambil konten
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film dari sumber yang ilegal sehingga tidak adanya izin dari pemilik

hak cipta.

2. Unsur secara tidak sah, karena tidak adanya izin dari pencipta yang

sah kepada admin channel telegram dan hampir setiap konten film

yang dipublikasikan bersumber dari film yang diunduh secara ilegal.

3. Unsur keuntungan ekonomi, sebuah konten film yang dipublikasikan

melalui channel telegram secara tidak langsung mendatangkan

keuntungan, karena hal tersebut menjadi faktor terpenting dalam

mendapatkan keuntungan ekonomi bagi admin channel telegram.

C. Mekanisme Akses Channel Penyedia Konten Film

Prosedur untuk mengunduh film yang terdapat pada aplikasi

telegram sangatlah mudah, sehingga tak heran jika banyak orang yang

menonton film-film pada aplikasi telegram. Berikut cara mengakses

channel penyebar konten film pada aplikasi telegram :

1. Bergabung Melalui channel atau grup

a.
b.

Buka aplikasi telegram
Tekan ikon pencarian (search) kemudian Ketik nama channel

atau judul film yang ingin ditonton pada pencarian

o B .l 4[4 29%Q 21:30

< layangan putus X

Akan muncul beberapa nama channel, kemudian pilih channel

yang sesuai.



2.

d.

e.
f.

Klik bergabung

&«

(indo movie)

s 2021

jan Putus Season 2

4 "a LAYANGAN PUTUS (2021)
TR203 1415161718910

giwjlejrjtiyjulijolp

alslidlfliglh)]ik]]

S 0zlxlclvibln]mjes

Sym e Bahasa Indonesta = Q

B . [30%4821:30

< (T3 LAYANGAN PUTUS (in...

Scariett Whitening Body Lotion |
Shower Scrub | Body Scrub | Face Serum | Facial
Wash | Toner | Acne | Sabun Soap | Shampoo |
Conditioner | Day Night Cream SCARLET BPOM By

Felicya Angelista dengan harga RpS
Dapatkan di Shopee sekarang’ https

IKIoXhE4A

IGAN PUTUS (in

I ve Twenty One

NANTIKAN BESOK

Super SHOPIE 6.6

CHASBACK SAMPE 100% LOH DAN GRATIS
ONGKIR 100% LOOH DAN MASIH BANYAK LAGI
LOH

Yuk cek out sekarang & & & &

hitps://sh.oe/cyRie2n?smit=0.0.3

BERGABUNG

Unduh video film yang ingin ditonton

Setelah selesai, video akan tersimpan di perangkat dan

ditonton.

Bergabung Melalui link telegram

a.

Buka aplikasi telegram

52
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b. Tekan link channel telegram yang diperoleh dari kerabat melalui

chat WhatsApp atau link dari web tertentu

Tambahkan LK21 ke Home Screen

= €LAYARKACA21

f Fossbock | W Tl

c. Kemudian akan terbuka aplikasi telegram yang langsung merujuk
pada halaman atau channel film

d. Tekan bergabung

e. Unduh video film yang ingin ditonton

f. Setelah selesai, video akan tersimpan di perangkat dan siap

ditonton.

Dalam ruang grup dan channel inilah pengguna dapat
membagikan dokumen secara bebas dan tidak terbatas, termasuk
salah satunya video berdurasi panjang layaknya durasi film pada
umumnya. Bahkan tidak hanya video berdurasi panjang, Telegram
juga dapat mengunduh dan mengunggah video dengan kualitas yang
baik dari versi 480p hingga versi Full HD Video.

. Kasus Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram

Salah satu kasus pembajakan yang terjadi pada aplikasi telegram

adalah pembajakan film Layangan Putus. Layangan Putus merupakan

serial film yang mengisahkan tentang perselingkuhan dalam rumah tangga.



54

Serial tersebut tayang di WeTV sejak tanggal 26 November 2021. Cerita
ini diketahui diadaptasi dari sebuah novel kisah asli karya Mommy ASF
yang sempat viral di Facebook pada tahun 2019.2

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Rumah Film MD
Entertainment melaporkan kepada Polda Metro Jaya bahwa ada seseorang
atau kelompok yang membajak serial film Layangan Putus. Hal tersebut
juga dikonfirmasi oleh Manoj Punjabi selaku CEO MD Entertainment
sekaligus produser film Layangan Putus. Lesley Simpson yang menjadi
Country Head WeTV dan Iflix Indonesia sekaligus produser eksekutif
layangan putus diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya. Lesley mengatakan bahwa ada dugaan kasus
terhadap pencurian materi digital dan dia menganggap bahwa kasus ini
serius karena merugikan banyak pihak, termasuk WeTV selaku distributor.
Dibalik kesuksesannya film Layangan putus juga menjadi kerugian yang
sangat besar karena adanya pembajakan. Layangan Putus pun menjadi
salah satu film yang sangat parah untuk pembajakannya, sehingga
menimbulkan kerugian yang sangat besar.*

Manoj Punjabi mengatakan bahwa pelaku yang membajak film
layangan putus adalah orang dalamnya sendiri dari MD Entertainment.
Awal terjadinya pembajakan ini disebabkan karena adanya orang dalam
dari MD Entertainment yang ingin memperlihatkan film layangan putus
kepada istrinya, dan setelah itulah awal terjadinya pembajakan pada film
layangan putus.*®

Sebenarnya kasus pembajakan sendiri sudah sangat banyak terjadi,
namun terlihat sepi di media sosial, berita, dan lain-lain. Hal tersebut
bukan berarti bahwa pemerintah tidak menegakkan atau tidak bisa

mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak cipta, melainkan sangat jarang

* Sandiaz Rizki Rahmatullah, “Layangan Putus Jadi Serial Drama Hits, Reza Rahardian:
Gue Terkejut”, http://Arahkata.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 10 Juni 2022, jam 08.57

* Baharudin Al-farisi, “Layangan Putus dibajak Md Entertainment Lapor ke Polda Metro
Jaya”, http://kompas.com, diakses pada Tanggal 10 Juni 2022, jam 09.25.

> Baharuddin al farisi, “Produser Sebut Layangan Putus Paling Banyak Dibajak di
TikTok dan Telegram” http://kompas.com, diakses 10 Juni 2022 Pukul 06.10.
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dari pihak pemilik hak cipta yang melaporkan tindakan pelanggaran
tersebut kepada pihak yang berwajib. Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia juga mengatakan bahwa apa yang harus
dilakukan oleh pemerintah juga tidak tahu apa, meskipun perangkat
teknologi dan informasi ada pada kendalinya, namun hal ini disebabkan
karena sangat jarang ada yang mengadukan permasalahan ini kepada kami,
karena tidak ada yang melaporkan KOMINFO juga tidak tahu mana akses
yang harus diblok, dan mana yang harus ditindaklanjuti. 40

Telegram merupakan platform messenger yang bersifat privat, oleh
karena itu KOMINFO dapat mengajukan pemblokiran atau penutupan
terhadap channel Telegram yang dilaporkan tersebut, dan berkoordinasi
dengan Ditjen KI Kemenkumham. Ada tiga sumber aduan yang menjadi
pertimbangan untuk penutupan Telegram di Indonesia yaitu:
[ Adanya aduan atau laporan dari masyarakat.
2, Adanya aduan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
3 Adanya aduan dari asosiasi perfilman atau perusahaan perfilman
yang dirugikan akibat adanya pembajakan film tersebut.*’
E. Faktor dan Akibat Pembajakan Film Pada Aplikasi Telegram

Harus diakui bahwa dalam penanggulangan pencegahan terhadap
pelanggaran hak cipta masih tidak optimal sehingga membuat para
pelanggar hak cipta (pembajak) belum jera untuk tidak mengulangi
perbuatan pelanggaran hak cipta. Pada umumnya, faktor-faktor yang
melatarbelakangi seseorang dalam melakukan pelanggaran terhadap hak
cipta sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana yang pernah dikemukakan

oleh Abdullah Hanif di dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang

* Kominfo “Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan”,
http://kominfo.go.id, diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 09.17.

*" M. Tkhsan, CNN Indonesia "Ramai Film Ilegal, Kominfo Ingatkan Telegram Sampai
Blokir", www.cnnindonesia.com., diakses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 10.05.
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berjudul “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan
(Studi Kasus Kota Palu)”, disebabkan oleh beberapa faktor®, yaitu:
1.  Faktor Ekonomi

Pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada pembajakan
karya sinematografi film yang ada pada aplikasi telegram disebabkan
karena latar belakang sosial ekonomi yang timbul karena ingin hidup
berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan
seperti inilah yang kemudian menimbulkan ketidakmerataan
kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan
sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang
berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat
penduduknya.

Abdullah Hanif mengatakan bahwa permasalahan ekonomi
penyebab utama terjadinya tindak pelanggaran hak cipta Terutama
pembajakan karya sinematografi film pada apliKasi telegram, bahkan
dalam perkembangan zaman yang sudah maju, perekonomian
nampak tidak bersahabat dengan melonjaknya harga-harga barang
sebagai kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan mencari
pekerjaan yang sulit dengan gaji yang tidak seberapa tetapi banyak
kebutuhan yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, perbuatan
pelanggaran hak cipta dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi oleh masyarakat walaupun hal tersebut
bertentangan dengan hukum.

Selain itu, jika dilihat dari sudut konsumen Abdullah Hanif
dalam pengamatannya berpendapat bahwa mayoritas konsumen
terdapat dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini
terjadi karena ketidak kemampuannya masyarakat untuk menonton
film asli secara berbayar atau membeli tiket untuk menonton di

bioskop, dimana seperti yang kita ketahui jika menonton di bioskop

* Abdullah Hanif, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan
(Studi Kasus Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, Vol. 2 No. 2.
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sekitar Rp 20.000 sampai Rp 60.000 lalu dibandingkan dengan
menonton di telegram yang gratis sudah tentu banyak konsumen
yang menonton di telegram dengan dalih kalau ada yang gratis
kenapa harus yang bayar.

Faktor Budaya

Dalam ranah sosial budaya, masyarakat Indonesia belum
terbiasa dalam membeli barang yang asli atau original. Dalam
membeli sebuah produk masyarakat Indonesia lebih cenderung
melihat harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut,
dimana hal ini menjadikan semakin banyaknya pelanggaran
copyright. Bagi para pelanggar (pembajak) hak cipta keadaan yang
berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan
sikap bahwa pelanggaran merupakan suatu hal yang dianggap sudah
biasa dan bukan lagi tindakan yang melanggar undang-undang. Oleh
karenanya, semakin banyaknya pelanggaran mengenai copyright.
Faktor Teknologi

Dalam perkembangan teknologi. yang pesat, menjadi
pengaruh besar dalam tindak pidana hak cipta, di mana dalam proses
perbuatannya dipengaruhi oleh dampak adanya kemajuan teknologi.
Dengan adanya teknologi dapat mempermudah seseorang untuk
melakukan suatu hal yang sulit ataupun tidak mungkin bisa
dilakukan. Oleh karena itu, maka semua itu bisa menjadi mudah dan
mungkin untuk dilakukan dengan adanya teknologi.

Dengan berkembangnya teknologi yang pesat, sekarang
pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi melalui VCD/DVD
bajakan ataupun situs-situs internet saja, tetapi sudah berkembang ke
berbagai ranah media lainnya seperti melalui aplikasi Telegram yang
mana dengan aplikasi telegram lebih efisien dan lebih mudah untuk
diakses.

Sebagai contoh seperti halnya film-film bajakan yang ada

pada aplikasi telegram, untuk mendapatkan filmnya menggunakan
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teknologi berupa internet, lalu dalam penyebaran filmnya agar dapat
orang yang banyak mengakses pelaku membagikan link-link
telegram ke berbagai media sosial, seperti WhatsApp, Instagram,
Facebook, twitter, bahkan sampai pada web-web yang ada di
internet.

Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat negara khususnya kepolisian yang menjadi lembaga
penegak hukum bertujuan untuk terciptanya negeri yang tenteram
dan aman yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan
masyarakat, ketegakkan hukum yang tegas, adil, dan
terselenggaranya pelayanan, pengayoman serta perlindungan kepada
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, maka diharapkan menjadi acuan dalam hal
penanganan kasus pelanggaran terhadap hak cipta, akan tetapi dalam
penanganan kasus pelanggaran hak cipta seperti pemblokiran dan
pemberantasan film-film bajakan yang ada pada channel-channel di
telegram masih sangat kurang, di mana dalam hal ini penulis dapat
katakan seperti itu karena masih banyak film-film bajakan yang ada
khususnya di telegram. Meskipun sering kita lihat dan dengar
tentang adanya pemblokiran dan pemberantasan situs-situs web
penyedia film bajakan atau pemblokiran link-link film yang ada di
telegram akan tetapi hal itu tidak membuat pelaku jera bahkan takut.
Dimana hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan dan
gerakan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah tersebut
serta kurang tuntasnya aparat penegak hukum dalam mengatasi
perkara atau tidak continue dalam artian tidak adanya tindak lanjut
sebagai tindakan represif ataupun preventif.

Dalam realitanya, polisi selaku penyidik dalam menangani
suatu kasus khususnya tentang pelanggaran hak cipta tampak belum
sistematik. Alhasil, penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum
dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta
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belum optimal. Ketidakoptimalan polisi dalam menagakkan hukum

terhadap pelaku pelanggaran hak cipta disebabkan karena beberapa

alasan, yakni:

a. Minimnya pengetahuan aparat penegak hukum (polisi) dalam
bidang hak cipta.

b. Kurang terencananya penegakan hukum yang dilakukan oleh
pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta.
Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak
cipta.

c. Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi
dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat
transaksional

d. Kesulitannya aparat penegak hukum dalam menindak para
pembajak kelas atas sehingga polisi melakukan razia terhadap
para pembajak kelas kroco yang mana bukan merupakan aktor
intelektual, karena polisi nampak kesulitan untuk memberantas
pembajak kelas atas.®

5.  Faktor Pendidikan
Faktor pendidikan merupakan salah satu penyebab terjadinya
pelanggaran hak cipta, dimana di era sekarang kemajuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi membutuhkan sumber daya manusia

yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan seperti yang kita

ketahui banyaknya masyarakat khususnya di indonesia yang masih
memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karenanya,
masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dalam memenuhi
kebutuhannya dapat melakukan tindakan-tindakan pelanggaran
hukum seperti halnya melakukan pelanggaran hak cipta.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang undang-

undang hak cipta juga dapat mengakibatkan masyarakat melakukan

*9 Rusniati, “Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran terhadap Hak Cipta”, Varia Hukum,
2018, hal. 1572.
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pelanggaran hak cipta karena kurangnya pengetahuan dan tidak
mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-
undang hak cipta. Kurangnya pengetahuan tentang hak cipta
membuat masyarakat tidak menyadari akan pentingnya perlindungan
hak cipta bagi peningkatan kreativitas masyarakat serta
pengembangan ekonomi dan budaya.
Faktor Pengangguran

Banyaknya popularitas penduduk di indonesia dengan
keterbatasannya lapangan pekerjaan mengakibatkan banyaknya
angka pengangguran. Hal ini juga mengakibatkan sulitnya
terpenuhinya kebutuhan pokok karena tidak ada penghasilan yang
didapat  guna memenuhi kebutuhan pokok. Di era sekarang
pengangguran banyak ditemui dari kalangan pemuda, hal ini
tentunya -dapat menyebabkan adanya kecenderungan untuk
melakukan tindak kejahatan karena tuntutan kebutuhan hidup yang
semakin mendesak. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi pemicu
masyarakat melakukan tindak kejahatan seperti kasus pelanggaran
hak cipta.
Faktor Lingkungan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang membentuk
sikap, cara berpikir, dan karakter seseorang. Dimana jika seseorang
berada dalam lingkungan yang buruk maka hal itu dapat
mempengaruhi dalam dirinya. Dalam artian bahwa lingkungan
sebagai latar belakang timbul atau tidaknya pelanggaran hak cipta.

Secara singkat penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak
cipta dikarenakan faktor lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Lingkungan akan memberi kesempatan akan timbulnya

kejahatan.

b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan).

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.
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Dari faktor-faktor terjadinya pembajakan hak cipta diatas,

tentunya dari hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat,

diantaranya adalah:

a.

Tidak adanya pemasukan bagi pemerintah dari hasil pajak
penjualan suatu karya cipta yang diakibatkan adanya
pembajakan hak cipta.

Terjadinya kerugian yang besar bagi industri perfilman. Ketua
Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Edwin Nazir
mengatakan bahwa tiap tahunnya mendapatkan kerugian sampai
5 triliun akibat pembajakan film.*°

Merusak reputasi dan nama baik negara serta hubungan
Internasional, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut
dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia
tentang hak cipta.

Menghambat inovasi dan kreatifitas pencipta karena royalti yang
tidak = dibayarkan, sehingga membuat kurang berhasrat
menciptakan karya dikarenakan karya yang mereka buat seolah-
olah tidak dihargai.

Semakin tumbuhnya sikap masyarakat sebagai konsumen yang
tidak lagi memandang apakah itu barang bajakan atau tidak,
semakin tumbuh sikap acuh mengenai yang baik dan buruk apa
yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang

berdasarkan hukum.

%0 Fathurrozak, “Pelaku Industri Film Nyatakan Perang Melawan Pembajakan”,
https://m.mediaindonesia.com., diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 19.07.
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BAB IV
ANALISIS FIKIH JINAYAH DALAM PEMBAJAKAN KARYA
SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM

A. Konsep Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram
Perspektif Fikih Jinayah
Pada hakikatnya hak cipta adalah suatu hak yang diberikan untuk
orang yang telah membuat suatu karya baik itu dalam bentuk seni, ilmu
pengetahuan, sastra dan lain-lain dengan tujuan untuk menghindari
pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan yang nantinya akan memberikan
kerugian terhadap pemilik hak cipta. Dalam Al Qur’an tidak ada ayat
yang menjelaskan mengenai masalah pembajakan. Dalam Al Qur’an Q.S.

Al — Baqarah Ayat 188 Allah berfirman:
o315 281 My 0 i 13 B8 e &A1 0y s 53 oy a8 oKt i

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil,
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam Q.S Al Maidah ayat 38:

1S e A 6 A 5 VK0 s G s el k3G B 5 e

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

5! Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep
Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Rechtldee,
Vol. 14, No. 1,2019.
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Secara tegas dari kedua ayat tersebut mengharamkan bagi orang-
orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunaharta
orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, hak cipta memang
diakui keberadaannya untuk melindungi kepentingan pencipta karya.

Untuk menyikapi firman Allah SWT tersebut, dalam fatwanya
Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI), yang berisi tentang Hak Perlindungan Varietas
Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata
Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) berfatwa bahwa suatu hak yang mendapatkan
perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Terkait dengan hak, hukum islam menetapkan langkah hukum
sebagai berikut :

1. Memberikan yang hak kepada yang berhak. Misalnya zakat harus
diberikan oleh mereka yang berkewajiban kepada yang berhak. Dan
shalat wajib dilakukan oleh mereka yang berkewajiban, hanya
ditujukan kepada Allah SWT dan sebagainya.

2.  Melindungi hak. Syariat islam memberikan perlindungan hak dari
segala bentuk penganiayaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan
perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia
dikumandangkan.

3. Menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar. Setiap manusia
diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang
diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam
menggunakan haknya tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh
menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal
maupun publik.

4.  Menjamin perpindahan hak dengan cara yang benar dan sah. Hukum
islam melindungi perpindahan melalui prosedur dan cara yang benar,
baik melalui transaksi, seperti jual beli atau perlimpahan, seperti

dalam kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan
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wewenang, atau berpindahnya hak perwalian dari orang tua kepada
anak sepeninggal orang tua tersebut.

5. Menjamin terhentinya hak dengan cara benar dan sah. Melalui
prosedur dengan cara yang sah misalnya hangusnya hak suami istri
melalui perceraian atau pengguguran hak secara suka rela, seperti
tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.*

Dalam Islam tidak mengenal istilah pembajakan tersebut. Akan
tetapi, apabila ditinjau dari hakikat pembajakan yang mengambil
keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil karya orang lain tanpa
seizin dari pemilik hak cipta, maka tidak diperbolehkan, hal ini sesuai
dengan Q.S. Al Baqarah ayat 188 yang mengharamkan sesama muslim
untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Komisi
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan seseorang yang
melakukan pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengedaran, dan
penggunaan tanpa hak suatu Hak atas Kekayaan Intelektual adalah
haram.*®
Tidak adanya ketentuan pembajakan dalam hukum islam
dikarenakan tidak diaturnya perihal hak cipta secara tekstual pada
sumber-sumber utama hukum Islam dan pembajakan hak cipta merupakan
suatu hal yang kontemporer. Oleh karena itu, didalam hukum islam hak
cipta dikaitkan dengan harta. Imam Syafi’t mendefinisikan harta sebagai

berikut:

Oly 4alzh 20 s F1d ass Al Jo V) JU 0 A Y AR Al o dladl JUs JW) G
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52 Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep
Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Rechtldee,
Vol. 14, No. 1, 2019.

>3 Warta, “Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual”,
https://www.nu.or.id., diakses pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 15.35.
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“Perihal harta Imam Syafi’i RA berkata, ‘Bahwa nama mal (harta) hanya
disematkan pada sesuatu yang bernilai, yang dapat diperjualbelikan, dan
mengharuskan pihak yang menghilangkannya untuk bertanggung jawab
(menggantinya) meskipun sedikit, serta tidak dibuang orang. Contoh harta
itu uang dan sejenisnya’.

Dengan adanya keterkaitan antara hak cipta dengan harta yaitu
sama-sama mempunyai nilai jual dan merupakan adanya hak milik dimana
pemilik mempunyai kekuasaan penuh atas apa yang dimiliknya. Oleh
karena itu, dalam kacamata hukum islam jika harta (hak cipta) diambil
atau dibajak oleh seseorang yang sama sekali tidak memiliki hak atas harta
(hak cipta) tersebut maka akan masuk dalam hukum pidana atau dalam
istilah islam disebut jinayat. Jinayat merupakan perbuatan dilarang oleh
syara’ mengenai harta, jiwa, agama, akal, dan lain-lain.

Dari hal tersebut, hal yang paling relevan tentang pelanggaran hak
cipta (pembajakan) adalah mengqiyaskan pada tindak pidana syaraqah
atau pencurian. Menurut Muhammad Abu Syahbah syaraqah atau
pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap harta
orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai
nisbah dan tempat simpanannya tanpa adanya syubhat dalam barang
tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka unsur dari pencurian yaitu :

1.  Pengambilan harta tersebut dilakukan secara diam-diam.
2.  Barang yang diambil merupakan harta.
3. Harta yang diambil merupakan harta milik orang lain

Untuk itu, penulis akan menggunakan metode qiyas dalam
menentukan status hukum pembajakan. Dalam hal ini, hukum pembajakan
akan diqiyaskan dengan hukum pencurian. Menurut mayoritas ulama
syafi’iyah, Qiyas ialah membawa hukum yang belum diketahui pada
hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya,
disebabkan oleh sesuatu yang menyatukan keduanya, entah itu secara
hukum ataupun sifatnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Qiyas ialah:
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“Menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan
nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash,
disebabkan kesatuan illat hukum diantara keduanya.”

Untuk mempermudah dalam penentuannya, dapat dilihat dari

bagan di bawah ini:

Ashal Pencurian Harta
Far’un Pembajakan Hak Cipta
Hukum Ashal Haram (mengacu pada Q.S Al-Baqgarah

: 188 dan Q.S. Al-Maidah : 38

Ilat Hukum e Hak Cipta (Karya Sinematografi)
termasuk dalam kategori harta

e Pembajakan sama dengan
pencurian, karena  sama-sama

mengambil hak orang lain yang

bukan haknya

Berdasarkan dari tabel diatas maka perbuatan pembajakan
mengenai hak cipta adalah haram. Karena dalam hal ini segala bentuk
pembajakan sama saja seperti halnya pencurian, yaitu sama-sama
mengambil harta milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik harta

tersebut.

. Sanksi Perbuatan Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi
Telegram dalam Perspektif Fikih Jinayat

Hak Cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam Islam dan bisa
dikatakan kontemporer. Mengingat sejarahnya hak cipta yang telah penulis
paparkan bahwa zaman dahulu belum ada aturan khusus yang mengatur
tentang hak cipta terutama dari segi hak ekonominya, sehingga tidak

adanya nash Al-Quran ataupun Hadis yang membahas secara khusus
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terkait hak cipta. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, ada dua
hak penting yang terkandung dalam hukum hak cipta, yaitu hak moral dan
hak ekonomi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hak ekonomi
berkaitan dengan hak materi yang diperoleh seorang pencipta ketika ia
memiliki hak untuk memperoleh manfaat baik dari segi moral dan materil
dari suatu karyanya.

Dijelaskan pula bahwa hak cipta termasuk dalam ranah hak
kepemilikan karena setiap pencipta mempunyai hak khusus atas
ciptaannya. Hak atas hasil karya adalah  milik  orang yang
menciptakannya. Jika ada hak yang terkait dengan tetapnya suatu hak, hak
cipta ada berkat adanya upaya dan dedikasi pencipta dalam menciptakan
karyanya. Dari kedua hal tersebut yaitu hak ekonomi dan hak milik, dapat
menjadi satu kesatuan yang mempunyai akibat hukum, khususnya dalam
pidana Islam.

Pembajakan merupakan menggunakan barang milik orang lain
tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yang sah dengan melakukan
tindakan mengcopy hasil karya seseorang yang asli dan kemudian
memasarkannya. Islam sudah melarang secara tegas, bahwa memakan
harta sesama dengan cara yang batil tidaklah dibenarkan termasuk dalam
hal membajak hasil karya orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam

surat an-Nisa ayat 29:

I i gl T oS0 iz ey W) 81 5586 5 22 o 1K 8 s

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu”

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan

ekonomi, hak tersebut dapat tercapai apabila dapat berjalan sesuai dengan
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syari’at islam. Seperti halnya memperoleh harta dengan cara yang telah

disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal. Oleh

karenanya hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib
dilindungi yaitu hak cipta berupa karya sinematografi.

Dari kedua hal hak ekonomi dan hak milik, dapat menjadi satu
kesatuan yang mempunyai akibat hukum, khususnya dalam pidana Islam.
Oleh karena itu, kita dapat menerapkan hukum metode Qiyas ketika
memberlakukan hukum Syariah yang ada, dan yang memiliki hak ekonomi
serta properti yang sama, dan juga untuk dapat menerapkan hukum dalam
kasus pelanggaran hak cipta.

Jika ditelaah, pembajakan karya sinematografi merupakan sama
halnya dengan pelanggaran hak kepemilikan dimana hal ini
mengakibatkan kerugian baik itu secara materil ataupun non materil. Maka
dari itu, dalam konteks ini hal tersebut menyerupai unsur utama dari
perbuatan pencurian dalam hukum pidana Islam, sebagaimana dirinci di
bawabh ini:

1. Barang-barang yang diambil adalah harta. Tentunya hal ini sejalan
dengan pernyataan sebelumnya bahwa hak cipta adalah hak milik,
karena hak cipta mengandung hak ekonomi yang dapat
mendatangkan manfaat yang berarti bagi penciptanya.

2. Harta benda yang diambil milik orang lain. Hal ini sesuai dengan apa
yang penulis sebutkan sebelumnya bahwa hak cipta termasuk dalam
hak milik bagi orang yang menciptakannya. Jadi ketika
kemanfaatannya berpindah tangan kepada orang lain, bisa dipastikan

hak cipta tersebut diambil oleh orang lain.

Perbuatan melawan hukum. Sudah sangat gamblang bahwa
pembajakan karya sinematografi dan perbuatan pencurian sama-

sama mengandung unsur melawan hukum.

Dari semua penjelasan yang telah penulis paparkan, sudah sangat

jelas bahwa perbuatan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya
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sinematografi pada aplikasi telegram merupakan tindak pidana yang persis
seperti pencurian. Namun untuk sanksi hukumannya sendiri adalah ta’zir,
karena tidak adanya nash mengenasi sanksi tentang palaku pembajakan
karya sinematografi dan juga tidak termasuk dalam delik pidana hudud
yang tujuh, yaitu zina, qodzah (tuduhan zina), sariqgoh (pencurian),
harabah (penodongan, perampokan), khamr (minuman atau obat-obatan
terlarang), bughoh (suberversive), dan murtad. Untuk bentuk hukuman
ta’zir sendiri diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam kasus ta’zir,
pemerintah atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis
hukumannya, entah itu di hukum mati, cambuk, penjara, denda,

pengasingan dan lain-lain.

Prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam adalah kemaslahatan
dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal atau cara yang dapat
mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita agama. Karena
tujuan utama penegakan hukuman pidana adalah mencegah orang agar
tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan apa yang
diperintahkan agama, serta sebagai upaya preventif perusakan dan

menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan =~ pembahasan ~ mengenai  pembajakan  karya
sinematografi pada aplikasi telegram dalam perspektif fikih jinayah maka,
dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam islam pembajakan merupakan perbuatan jinayah atau pidana.
Adapun pelanggaran hak cipta yang sedang ramai adalah pembajakan
karya sinematografi (film) yang ada di aplikasi telegram yang mana para
admin telegram mengambil film bajakannya dari web-web yang ilegal.
Setelah mendapatkannya lalu mempublikasikannya di aplikasi telegram,
untuk keuntungannya sendiri bukan dari film bajakannya, tetapi dari paid
promote.

2. Dalam islam pembajakan merupakan perbuatan jinayah atau pidana. Hal
ini karena pembajakan sama persis ‘ilatnya dengan pencurian. Oleh karena
itu maka perbuatan pembajakan karya sinematografi digiyaskan dengan
perbuatan pencurian. Dalam perspektif fikih jinayah, hukum perbuatan
pembajakan karya sinematografi adalah tidak boleh dan diharamkan, hal
ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah :188. Hukuman atau
sanksi bagi pelaku pembajakan karya sinematografi dalam kacamata fikih
jinayah adalah ta’zir karena tidak termasuk dalam delik pidana hudud yang
tujuh, yaitu zina, qodzah (tuduhan zina), sariqoh (pencurian), harabah
(penodongan, perampokan), khamr (minuman atau obat-obatan terlarang),
bughoh (suberversive), dan murtad. Adapun untuk bentuk hukuman ta’zir
diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam kasus ta’zir, pemerintah
atau hakim mempunyai wewenang untuk menentukan jenis hukumannya,
entah itu di hukum mati, cambuk, penjara, denda, pengasingan dan lain-
lain.

Secara umum prinsip dasar hukuman dalam syariat Islam adalah

kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia. Maka setiap hal atau cara
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yang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat merupakan cita-cita

agama. Karena tujuan utama penegakan hukuman pidana adalah mencegah

orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan

apa yang diperintahkan agama, serta sebagai upaya preventif perusakan

dan menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.

. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam menangani persoalan
pembajakan karya sinematografi, terutama dalam menegakkan hukum
dan menuntaskan permasalahan sampai ke akar-akarnya

2. Korban pembajakan sebaiknya melaporkan Hak Ciptanya yang
dibajak kepada pihak yang berwenang, agar pemerintah bisa
menangani kasus tersebut. Karena jika si korban tidak melaporkan
maka jangan salahkan pemerintah tidak menangani, karena
pemerintahan juga tidak tahu akan hal itu.

. Kata Penulis

Demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun, semoga

karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca. Apapun yang ada di dunia

ini tidak terlepas dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik

Allah Swt. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun untuk penulis

sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini. semoga karya tulis ini

dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca.
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Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : MUSTAMIR MANSUR

NIM : 1817303070
Fakultas/Prodi : SYARI'AH / HTN

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 91 (A)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yanl|, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0261) 836553

SERTIFIKAT

Nomor ; 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto padatanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Mustamir Mansur
NIM : 1817303070
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal
31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman

Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian
Munagasyah.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap

2. NIM

3. Tempat/Tgl. Lahir
4. Alamat Rumah

Purbalingga
5. NamaAyah
6. Nama Ibu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Baleraksa, 2012
SMP/MTS, tahun lulus : MTs N Purbalingga, 2014
SMA/MA, tahun lulus : MA Darussa’adah, 2017

a.
b.
C.

S1, tahun masuk

: Mustamir Mansur

1817303070

: Purbalingga, 13 April 1998
: Baleraksa RT 02/RW 02, Karangmoncol,

: Ali Mudawam
: Waniah

: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018

Purwokerto, 20 September 2022

Mustamir Mansur



